BAB I
PENGANTAR HUKUM BISNIS DAN REGULASI

A. Pengertian Hukum

Manusia adalah makhluk sosial yang selalu berinteraksi dan membutuhkan
bantuan sesamanya. Konteks hubungan seperti ini membutuhkan suatu
keteraturan sehingga setiap individu dapat berhubungan secara harmonis. Untuk
terciptanya keharmonisan tersebut dibutuhkan suatu aturan yang disebut hukum.
Dalam keberlakuannya hukum memiliki keterkaitan erat dengan manusia. Selain
memerlukan subyek pelaksana, hukum juga dipengaruhi oleh interaksi sosial.
Dalam hal ini, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat interaksi sosial
maka semakin tinggi juga tingkat penggunaan hukum dalam kehidupan
bermasyarakat.

Hukum dilahirkan untuk mencapai berbagai tujuan yang diinginkan oleh
masyarakat. Selanjutnya hukum juga memberikan jaminan kepada kehidupan
masyarakat agar tercipta suatu keadilan, keamanan, dan ketertiban. Hukum dapat
didefinisikan sebagai suatu kumpulan peraturan yang harus diikuti dan ditaati oleh
siapa saja dan berisi sanksi apabila tidak ditaati. Sehingga hukum ini sangat
dibutuhkan oleh setiap manusia dalam lingkungan masyarakat dan bernegara.
Hukum dalam masyarakat merupakan tuntunan, hukum dan masyarakat
merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, Ubi societas Ibi ius ungkapan
yang tercatat pertama kalinya diperkenalkan oleh Marcus Tullius Cicero (106-43
SM) seorang filsuf/ ahli hukum dan ahli politik yang dilahirkan di Roma lItalia,
dimana ada masyarakat disitu ada hukum.

Mengapa begitu penting hukum dalam kehidupan kita. Ada beberapa
alasan kenapa hukum itu penting dalam kehidupan kita, yaitu :

1. Menjaga Ketertiban dan Keadilan. Hukum itu kayak wasit di pertandingan
sepak bola. Bayangin kalau gak ada wasit, pasti pemain bakal main
seenaknya, tabrak sana-sini, dan akhirnya pertandingan jadi gak seru. Nah,
hukum itu berfungsi buat ngatur biar semuanya berjalan dengan tertib dan adil.
Dengan adanya hukum, kita tau mana yang boleh dan mana yang gak boleh

dilakukan.
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2. Melindungi Hak dan Kebebasan. Hukum juga berperan penting buat
melindungi hak dan kebebasan kita. Misalnya, hak buat berpendapat, hak buat
beragama, dan hak buat hidup dengan aman. Dengan adanya hukum, kita bisa
hidup dengan tenang tanpa takut hak-hak kita dilanggar sama orang lain.

3. Menyelesaikan Konflik. Di dalam masyarakat, pasti ada aja konflik atau
masalah yang muncul. Nah, hukum ini yang bakal bantu kita buat nyelesain
konflik-konflik tersebut dengan cara yang adil dan bijaksana. Gak perlu lagi
ribut-ribut atau berantem, tinggal bawa ke jalur hukum dan biarkan hakim yang
mutusin.

4. Mendorong Kemajuan dan Kesejahteraan. Hukum yang baik juga bisa
mendorong kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Misalnya, dengan
adanya aturan yang jelas soal bisnis dan investasi, orang-orang jadi lebih
percaya buat berinvestasi dan menjalankan usaha. Akhirnya, ekonomi bisa
tumbuh dan masyarakat jadi lebih sejahtera.

Hukum dibuat memiliki tujuan yaitu keadilan, kepastian hukum dalam
masyarakat. Untuk mencapai nya diperlukan adanya kepastian dalam pergaulan
antar masyarakat. Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum
yang hidup dalam masyarakat, yang tentunya sesuai pula atau merupakan
pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat (Mochtar
Kusumaatmadja. 2002, hal. 10). Masyarakat adalah pelaku, bukan alat atau objek
yang mempunyai kepentingan dan tuntutan yang diharapkan bisa dilaksanakan
dengan baik. Berikut adalah tujuan dari hukum:

1. Kaidah hukum memiliki tujuan untuk melindungi kepentingan manusia dari
bahaya yang mengancam.

2. Mengatur hubungan antara sesama manusia agar tercipta ketertiban dan
diharapkan bisa mencegah terjadinya konflik di antara manusia.

3. Hukum melindungi kepentingan manusia baik secara individu ataupun
kelompok. Pada dasarnya manusia adalah makhluk yang juga membutuhkan
perlindungan kepentingan agar kepentingannya bisa terlindungi dari ancaman

sekelilingnya.
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4. Hukum memiliki tujuan untuk mewujudkan kebahagiaan yang sebesar-
besarnya untuk semua orang. Tidak hanya memberi nafkah hidup, tapi juga
memberi makan yang berlimpah, perlindungan dan mencapai kebersamaan.

5. Hukum menjadi sarana untuk memelihara dan menjamin ketertiban.

Dalam kekaisaran Roma sudah terdapat pepatah Quid leges sine moribus?
“‘Apa artinya undang-undang, kalau tidak disertai moralitas?”. Tanpa moralitas,
hukum akan kosong. Kualitas hukum sebagian besar ditentukan oleh mutu
moralnya. Disisi lain, moral juga membutuhkan hukum. Moral akan mengawang-
awang kalau tidak diungkapkan atau dilembagakan di masyarakat dalam bentuk

undang-undang.

Moral dan etik tertanam pada rasa, artinya pantas atau tidaknya suatu
perbuatan ditentukan oleh sudut pandang masing masing individu, tetapi hukum
mengikat semua masyarakat mengenai boleh atau tidaknya perbuatan seseorang
ditentukan oleh hukum, dalam hal ini hukum lebih memiliki standarisasi yang jelas
dalam mengatur perbuatan seseorang dan sifatnya mengikat serta memaksa

seseorang.

Oleh karena itu, tentu dapat dikatakan hukum lebih tinggi daripada etika,
tapi hukum tidak dapat berdiri sendiri tanpa etika. Hal ini sesuai dengan kutipan
Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Prof Jimly Asshidigie ,
Jika hukum di ibaratkan kapal, etika adalah samudranya. Jika samudera etikanya
kering, kapal hukum tak akan pernah berlayar mencapai pulau keadilan.” Artinya
bahwa untuk mencapai tujuan hukum yaitu kepastian, kemanfaatan dan keadilan
dibutuhkan pondasi etika yang kokoh.

Definisi Hukum

Tidak mudah untuk merumuskan definisi atau menjawab pertanyaan “apakah
hukum itu?” Dalam perkembangannya justru memunculkan dua kubu yang
berbeda pendapat. Pendapat pertama di antaranya me nyatakan bahwa tidak
mungkin memberikan definisi tentang hukum, yang sungguh-sungguh dapat

memadai kenyataan.
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Perlu di ketahui sebelum dijelaskan tentang pengertian hukum, pengertian hukum
hingga saat ini belum ada kesepahaman dari para ahli. Namun dalam

perumusannya, pengertian hukum harus menganut unsur-unsur hukum yang ada.

“Hukum adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat
dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban,
keadilan, mencegah terjadinya kekacauan.”

Ada pula yang mengatakan bahwa,

“Hukum adalah peraturan atau ketentuan tertulis maupun tidak tertulis yang
mengatur kehidupan masyarakat dan menyediakan sangsi bagi

pelanggarnya.”
Pengertian hokum oleh para ahli, yaitu :

e Utrecht : hukum adalah himpunan petunjuk hidup (perintah dan larangan)
yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati
oleh anggota masyarakat dan jika dilanggar dapat menimbulkan tindakan
dari pemerintah.

e Prof. Dr. Van Kan : hukum adalah keseluruhan peraturan hidup yang
bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia di dalam

Masyarakat.

Sehingga bisa disimpulkan tujuan hukum secara universal dimana terdapat hal
seperti ketertiban, ketentraman, kedamaian, kesejahteraan dan kebahagiaan

dalam tata kehidupan bermasyarakat.

Jika hukum dapat ditegakkan maka tiap perkara dapat diselesaikan melakui
proses pengadilan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Hukum ini juga bertujuan untuk menjaga dan mencegak orang tidak menjadi hakim
atas dirinya sendiri.

Sumber-sumber hukum :

- Undang-undang
- Kebiasaan

- Keputusan hakim (yurisprudensi)
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- Perjanjian internasional(traktat)

- Pendapat para sarjana hukum(doktrin)
Hukum menurut bentuknya :

- Hukum tertulis

- Hukum tidak tertulis kebiasaan
Hukum menurut waktu berlakunya :

- lus constitutum : (hukum positif)yaitu hukum yang berlaku sekarang.

- lus constituendum, yaitu hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang
akan datang

- Hukum alam, yaitu hukum yang berlaku dimana saja dalam segala waktu

untuk segala bangsa.
Hukum menurut isinya :

Berdasarkan isinya, hukum dapat diklasifikasikan menjadi hukum publik dan
hukum privat. Hukum publik mengatur hubungan negara dengan warganya dan
menyangkut kepentingan umum, mencakup hukum pidana, tata negara,
administrasi negara, dan internasional. Sebaliknya, hukum privat (atau sipil)
mengatur hubungan antara individu atau perseorangan dan berfokus pada
kepentingan individu, seperti hukum perdata dan perniagaan.

1. Hukum Publik, Hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan
alat perlengkapan atau warganya, serta hubungan yang menyangkut
kepentingan umum.

Cakupan:

e Hukum Pidana: Mengatur larangan dan kejahatan serta sanksi
atasnya.

e Hukum Tata Negara: Mengatur hubungan kekuasaan dalam negara.

e Hukum Administrasi Negara (Hukum Tata Usaha Negara): Mengatur
tugas dan kewenangan pejabat negara dalam menjalankan fungsi
administrasi.

e Hukum Internasional: Mengatur hubungan antarnegara.
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2. Hukum Privat (Hukum Sipil). Hukum yang mengatur hubungan antara
individu dengan individu lainnya, serta menekankan pada kepentingan
perseorangan.

Cakupan:

e Hukum Perdata: Mengatur hubungan antar individu dalam kehidupan
sehari-hari, seperti hukum perkawinan, waris, dan perjanjian.

e Hukum Perniagaan (Hukum Dagang): Mengatur hubungan antar
individu dalam kegiatan perdagangan dan bisnis.

Hukum berdasarkan Wujudnya/Bentuknya :

e Menurut bentuknya, Hukum itu dapat dibedakan antara:

a) Hukum Tertulis (Statute Law = Written Law), Yakni Hukum yang
dicantumkan dalam berbagai peraturan-perundangan satu negara,
Contohnya:

e Undang-Undang Dasar 1945

e Peraturan Pemerintah.

e Peraturan Presiden.

e Peraturan Daerah.

Mengenai Hukum tertulis, ada yang telah dikodifikasikan, dan yang
belum dikodifilasikan. Asas KODIFIKASI ialah pembukaan jenis-jenis
hukum tertentu dalam kitab undang-undang secara sistematis dan

lengkap.

Unsur Kodifikasi ialah, Jenis Hukum tertentu (misalnya hukum perdata),
sistematis, lengkap. Tujuan Kodifikasi dari hukum tertulis ialah untuk
memperoleh Kepastian hukum, penyederhanaan hukum, kesatuan
hukum. Berikut ialah contoh hukum yang sudah dikondifikasikan:

¢ Kitab Undang-undang Hukum Sipil (1 Mei 1848).

e Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (1 Mei 1848).

e Kitab Undang-undang Hukum Pidana (1 Januari 1918).
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b) Hukum Tak Tertulis (unstatutery Law = unwritten Law), Yakni Hukum
yang masih hidup dalam keyakinan masyarakat, tetapi tidak tertulis
namun berlakunya ditaati seperti suatu peraturan perundangan (disebut
juga hukum kebiasaan), disebut Hukum Adat (Adat Law).

Perhatian dari luar terhadap hukum adat, Bangsa indonesia tidak lepas dari
kontak dengan bengsa-bangsa lain. Istilah “Hukum Adat” adalah
terjemahan dari perkataan Belanda “adatrecht”, istilah “adatrecht” ini ialah
untuk pertama kali dipakai jadi merupakaniptaan, Snouck Hurgronje.
Kemudian dipakai oleh pengarang-pengarang lain-lain. Tetapi kesemuanya
ini memakainya masih secara sambil lalu dan hanya untuk hukum Indonesia
asli, terlepas dan akibat pengaruh-pengaruh dari luar, seperti pengaruh
agama.
B. HUKUM PERDATA BELANDA
Sejarah Hukum Indonesia ada beberapa periode sejarah berkembangnya
Hukum diindonesia, Yakni:
1) Periode kolonialisme terbagi ke dalam tiga tahapan besar, yakni: periode
VOC, Liberal. Periode VOC, sistem hukum yang diterapkan bertujuan untuk:
o Kepentingan ekspolitasi ekonomi demi mengatasi krisis ekonomi di negeri
Belanda,
e Pendisiplinan rakyat pribumi dengan cara yang otoriter; dan
e Perlindungan terhadap pegawai VOC, sanak-kerabatnya, dan para
pendatang Eropa.
Hukum Belanda diberlakukan terhadap orang-orang Belanda atau Eropa.
Sedangkan bagi pribumi, yang berlaku adalah hukum-hukum yang dibentuk
oleh tiap-tiap komunitas secara mandiri. Tata pemerintahan dan politik pada
zaman itu telah memisahkan hak-hak dasar rakyat di nusantara dan
menjadikan penderitaan yang mendalam terhadap rakyat pribumi di masa itu.
2) Pada 1854 di Hindia Belanda diterbitkan Regeringsreglement (selanjutnya
disebut RR 1854) atau Peraturan tentang Tata Pemerintahan (di Hindia
Belanda) yang tujuan utamanya melindungi kepentingan kepentingan usaha-
usaha swasta di negeri jajahan dan untuk pertama kalinya mengatur

perlindungan hukum terhadap kaum pribumi dari kesewenang-wenangan
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pemerintahan jajahan. Hal ini dapat ditemukan dalam (Regeringsreglement)
RR 1854 yang mengatur tentang pembatasan terhadap eksekutif (terutama
Residen) dan kepolisian, dan jaminan terhadap proses peradilan yang bebas.
Otokratisme administrasi kolonial masih tetap berlangsung pada periode ini,
walaupun tidak lagi sebengis sebelumnya. Namun, pembaruan hukum yang
dilandasi oleh politik liberalisasi ekonomi ini ternyata tidak meningkatkan
kesejahteraan pribumi, karena eksploitasi masih terus terjadi, hanya subyek
eksploitasinya saja yang berganti, dari eksploitasi oleh negara menjadi
eksploitasi oleh modal swasta.

3) Kebijakan Politik Etis dikeluarkan pada awal abad 20. Di antara kebijakan-
kebijakan awal politik etis yang berkaitan langsung dengan pembaharuan
hukum adalah: Pendidikan untuk anak-anak pribumi, termasuk pendidikan
lanjutan hukum; Pembentukan Volksraad, lembaga perwakilan untuk kaum
pribumi; Penataan organisasi pemerintahan, khususnya dari segi efisiensi;
Penataan lembaga peradilan, khususnya dalam hal profesionalitas;
Pembentukan peraturan perundang-undangan yang berorientasi pada
kepastian hukum. Hingga runtuhnya kekuasaan kolonial, pembaruan hukum
di Hindia Belanda mewariskan: Dualisme/pluralisme hukum privat serta
dualisme/pluralisme lembaga-lembaga peradilan; Penggolongan rakyat ke
dalam tiga golongan; Eropa dan yang disamakan, Timur Asing, Tionghoa dan
Non-Tionghoa, dan Pribumi.

Masa pendudukan Jepang pembaharuan hukum tidak banyak terjadi seluruh
peraturan perundang-undangan yang tidak bertentangan dengan peraturan
militer Jepang, tetap berlaku sembari menghilangkan hak-hak istimewa
orang-orang Belanda dan Eropa lainnya. Beberapa perubahan perundang-
undangan yang terjadi: Kitab UU Hukum Perdata, yang semula hanya berlaku
untuk golongan Eropa dan yang setara, diberlakukan juga untuk orang-orang
Cina; Beberapa peraturan militer disisipkan dalam peraturan perundang-
undangan pidana yang berlaku. Di bidang peradilan, pembaharuan yang
dilakukan adalah: Penghapusan dualisme/pluralisme tata peradilan; Unifikasi
kejaksaan; Penghapusan pembedaan polisi kota dan pedesaan/lapangan;
Pembentukan lembaga pendidikan hukum; Pengisian secara massif jabatan-

jabatan administrasi pemerintahan dan hukum dengan orang-orang pribumi.
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Hukum Perdata (burgerlijkrecht), lalah peraturan peraturan yang mengatur
hubungan antara orang yang satu dengan orang lain, dengan menitik
beratkan pada kepentingan perseorangan.

Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, pemberlakuan hukum perdata

sangat beragam, bangsa indonesia pada masa itu terbagi atas 3 golongan, yaitu :

1. Untuk golongan asli europa berlaku Hukum yang berasal dari negara mereka
Burgerleijk Wetbook.

2. Untuk golongan asing bukan eropa (india-cina-arab) untuk hal hukum perdata
berlaku hukum yang berlaku di negara mereka masing-masing, untuk hal
hukum dagang menggunakan hukum belanda.

3. Untuk golongan pribumi (orang indonesia asli) berlaku hukum adat yaitu hukum
yang telah sejak dulu kala berlaku di kelangan rakyat (sebagian besar belum
tertulis dan hidup dalam tingkah laku rakyat, mengenai berbagai persoalan

dalam kehidupan masyarakat).

Sedangkan untuk golongan diluar tionghoa & eropa diberlakukan sebagaian
dari BW tersebut (mengenai pokok hukum dan kekayaan harta benda).sedangkan
tentang hukum kepribadian dan kekeluargaan termasuklah warisan berlaku hukum

mereka sendiri dari negri asalnya.

Pengertian dari Penundukan diri, bagaimana cara berlakunya, dan
contohnya: Pengertian Penundukan Diri adalah penundukan diri terhadap hukum
perdata barat. Dasar hukum dari pemberlakuan penundukan diri yaitu Indische
Staatsregeling Pasal 131 Junto Staatsblad 1917 Nomor 12. Indische
Staatsregeling adalah peraturan dasar di zaman pemerintahan kolonial Hindia
Belanda sebagai pengganti Reglement Regering.

Empat Jenis Penundukan Diri Menurut Indische Staatsregeling:
Berdasarkan pasal 131 Indische Staatsregeling ayat 4 junto Staatsblad 1917
Nomor 12, penundukan diri secara sukarela kepada Burgerlijk Wetboek terdapat

empat macam, yaitu:

e Penundukan diri sepenuhnya pada hukum perdata barat (Pasal 1 —17)

e Penundukan diri sebagian pada hukum perdata barat (Pasal 18 — 25)
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e Penundukan diri untuk perbuatan tertentu pada hukum perdata barat (Pasal
29)

e Penundukan diri secara diam-diam pada hukum perdata barat.

Orang dianggap menundukan diri secara diam-diam atau sukarela apabila
melakukan tindakan hukum yang diatur dalam hukum perdata, dimana hal ini tidak
ada diatur dalam hukum mereka. Contoh: Masyarakat atau Orang yang
memegang hukum adat menandatangani cek, dalam hukum adat tidak ada aturan

mengenai cek.

Sistematika KUH perdata/BW sebagai berikut :

e Buku 1 : Tentang orang memuat hukum tetang diri seseorang & hukum
keluarga.

e Buku 2 : Tentang keberadaan,memuat perihal kebendaan & hukum waris

e Buku 3 : Tentang perikatan memuat hukum kekayaan mengenai hak hak dan
kewajiban yang berlaku pada orang oarnag atau pihak pihak tertentu.

e Buku 4 : Tentang pembuktian dan lewat waktu (Daluarsa) memuat perihal
perihal pembuktian (alat alat) dan akhibat akibat lewat wakil terhadap

hubungan hubungan hukum.

C. PENGERTIAN HUKUM BISNIS

Hukum Bisnis mengacu pada seperangkat aturan dan regulasi yang
mengatur interaksi dan transaksi dalam konteks bisnis. Ini meliputi semua aspek
hukum yang berkaitan dengan operasi perusahaan, kontrak, kewajiban,
perlindungan konsumen, kepailitan, perlindungan hak kekayaan intelektual, dan
banyak lagi. Pengertian Hukum Bisnis mencakup berbagai bidang, seperti hukum
kontrak, hukum perusahaan, hukum pajak, hukum perdagangan internasional,
hukum kekayaan intelektual, dan regulasi lingkungan. Tujuannya adalah untuk
menciptakan kerangka kerja yang adil, teratur, dan terprediksi bagi pelaku bisnis
dalam menjalankan kegiatan mereka.

Hukum Bisnis juga mencakup perlindungan terhadap kepentingan para

pihak yang terlibat dalam transaksi bisnis, baik itu pemegang saham, konsumen,
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karyawan, maupun pihak lain yang terlibat dalam aktivitas bisnis. Hal ini

mencakup penegakan kontrak hak dan kewajiban para pihak, serta penyelesaian

sengketa yang mungkin timbul dalam konteks bisnis.

Dengan demikian, Hukum Bisnis menjadi landasan yang penting bagi

perusahaan dan individu dalam menjalankan aktivitas bisnis mereka dengan

mematuhi aturan hukum yang berlaku, melindungi hak dan kewajiban, serta

meminimalkan risiko hukum yang mungkin timbul dalam aktivitas bisnis mereka.

D. Sejarah dan Perkembangan Hukum Bisnis Sejarah Hukum Bisnis.

Hukum bisnis telah melalui berbagai evolusi yang paralel dengan

perkembangan masyarakat dan ekonomi. Berikut adalah gambaran umum

mengenai sejarah dan perkembangan Hukum Bisnis:

1.

Era Kuno: Hukum Perdagangan di Mesopotamia dan Babilonia: Dokumen
tertua tentang kontrak dan transaksi bisnis berasal dari era ini. Terdapat
catatan mengenai perjanjian bisnis dan kode hukum yang mengatur
perdagangan dan kewajiban bisnis.

Zaman Klasik: Hukum Romawi: Kontribusi besar dalam pembentukan hukum
bisnis. "Hukum Perdata" (ius civile) membentuk dasar bagi konsep kontrak,
kepemilikan, dan tanggung jawab hukum dalam transaksi bisnis.

Abad Pertengahan: Hukum Feodal: Terjadi pengaturan yang kuat terkait
tanah dan hak milik, yang mencerminkan ekonomi agraris pada masa itu.
Pengaturan terkait feodalisme dan hubungan penguasatanah-petani menjadi
penting dalam konteks bisnis.

Revolusi Industri: Pengaruh Perkembangan Ekonomi: Revolusi industri
membawa perubahan dramatis dalam ekonomi dan produksi. Hal ini
mengakibatkan perlunya regulasi yang lebih rinci terkait perlindungan pekerja,
standar keselamatan, dan perjanjian kerja.

Abad ke-20: Globalisasi dan Peraturan Modern: Pertumbuhan ekonomi global
dan teknologi mengubah lanskap bisnis secara radikal. Regulasi perusahaan,
perdagangan internasional, dan perlindungan konsumen menjadi sorotan
penting.

Era Kontemporer: Hukum Bisnis Digital dan Globalisasi:

Perkembangan teknologi informasi dan internet menghasilkan tantangan baru
dalam regulasi bisnis, seperti perlindungan data, keamanan cyber, dan
perdagangan elektronik. Globalisasi ekonomi juga memunculkan kebutuhan
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untuk hukum bisnis yang berlaku secara internasional. Seiring dengan evolusi

ekonomi, sosial, dan teknologi, Hukum Bisnis terus beradaptasi dan

berkembang untuk mengakomodasi perubahan tersebut. Hal ini mencakup

pembentukan regulasi yang lebih kompleks, perubahan dalam praktik hukum,

serta pembaruan terkait isu-isu baru seperti hukum teknologi dan hukum

lingkungan dalam konteks bisnis.

E. Peran Hukum dalam Dunia Bisnis Peran Hukum

Peran hukum dalam dunia bisnis sangatlah signifikan dan memiliki

dampak yang luas. Beberapa peran pentingnya antara lain:

1.

Mengatur Interaksi Bisnis: Hukum memberikan kerangka kerja yang jelas
untuk transaksi bisnis, baik itu melalui peraturan kontrak, perlindungan hak
kekayaan intelektual, atau regulasi perdagangan. Ini memastikan bahwa
kesepakatan antara pihak-pihak bisnis memiliki dasar hukum yang kuat.
Melindungi Pihak-pihak yang Terlibat: Perlindungan terhadap hak dan
kewajiban adalah bagian penting dari peran hukum dalam bisnis. Hukum
menyediakan mekanisme untuk menyelesaikan sengketa, melindungi
konsumen dari praktik bisnis yang merugikan, dan memberikan keamanan
hukum bagi pihak-pihak yang berkontrak.

Mengatur Tanggung Jawab Bisnis: Hukum menetapkan standar etika dan
tanggung jawab dalam menjalankan bisnis. Ini mencakup kewajiban
perusahaan terhadap lingkungan, karyawan, konsumen, dan masyarakat
umum. Hukum juga memastikan bahwa perusahaan bertanggung jawab
secara sosial dan lingkungan.

Memfasilitasi Pertumbuhan dan Inovasi: Regulasi yang seimbang dapat
mendorong pertumbuhan ekonomi dan inovasi. Dengan memberikan
kepastian hukum, peraturan yang jelas, dan insentif yang tepat, hukum
dapat mendorong perusahaan untuk berinovasi dan berkembang.
Menjamin Kepatuhan Terhadap Standar dan Peraturan: Perusahaan harus
mematuhi standar tertentu yang diatur oleh hukum, termasuk perpajakan,
standar akuntansi, peraturan lingkungan, dan hukum ketenagakerjaan.
Kepatuhan ini adalah bagian penting dari menjaga kelangsungan dan

reputasi bisnis.

Ita Reinita Hadari,SH.,MH. | FEB UNIVERSITAS PERSADA INDONESIA YAI



6. Menyelesaikan Sengketa: Hukum menyediakan sistem penyelesaian

sengketa yang adil dan terstruktur. Dengan adanya prosedur hukum yang
jelas, sengketa dalam bisnis dapat diselesaikan secara objektif dan adil,
baik melalui jalur litigasi maupun metode alternatif penyelesaian sengketa.

Dengan menjalankan peran-peran ini, hukum membantu menciptakan

lingkungan bisnis yang stabil, teratur, dan adil. Ini memungkinkan pertumbuhan

ekonomi yang berkelanjutan serta menciptakan kepercayaan antara pelaku bisnis,

konsumen, dan masyarakat luas.

F. Jenis-jenis Hukum Bisnis

Terdapat berbagai jenis Hukum Bisnis yang mengatur beragam aspek dalam

dunia bisnis. Beberapa di antaranya meliputi:

1.

Hukum Kontrak: Regulasi yang mengatur pembentukan, pelaksanaan, dan
penyelesaian kontrak antara pihak-pihak bisnis. Ini mencakup syarat sahnya
kontrak, hak dan kewajiban pihak, serta penyelesaian sengketa kontrak.
Hukum Perusahaan: Meliputi pembentukan, struktur, operasi, tanggung
jawab, dan pengakhiran perusahaan. Ini juga mencakup hukum tentang tata
kelola perusahaan, kepemilikan saham, dan tanggung jawab direksi.

Hukum Kepailitan: Mengatur proses dan prosedur ketika perusahaan
menghadapi masalah keuangan yang serius. Ini meliputi proses likuidasi,
restrukturisasi utang, dan perlindungan bagi kreditur dan debitor.

Hukum Pertanahan dalam Bisnis: Menyangkut transaksi properti, sewa,
perjanjian jual-beli, hak milik, dan peraturan terkait kepemilikan lahan untuk
keperluan bisnis.

Hukum Perlindungan Konsumen: Memberikan perlindungan hukum kepada
konsumen dari praktik bisnis yang merugikan, penipuan, produk yang
berbahaya, dan hak konsumen lainnya.

Hukum Perdagangan Internasional: Mengatur transaksi bisnis yang
melibatkan berbagai negara, termasuk regulasi perdagangan, perjanjian
dagang, dan masalah hukum lain yang terkait dengan bisnis lintas batas.
Hukum Kekayaan Intelektual: Menyangkut hak cipta, paten, merek dagang,
rahasia dagang, dan perlindungan hukum terhadap karya intelektual.

Hukum Lingkungan dalam Bisnis: Mengatur dampak aktivitas bisnis terhadap
lingkungan, termasuk perizinan lingkungan, tanggung jawab perusahaan

terhadap lingkungan, dan penanganan limbah.
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9.

10.

Hukum Pajak: Regulasi yang mengatur pembayaran, perhitungan, dan
penyelesaian pajak bagi perusahaan serta individu yang terlibat dalam
aktivitas bisnis.

Hukum Tenaga Kerja: Mengatur hubungan antara pekerja dan perusahaan,
termasuk ketentuan gaji, keamanan kerja, syarat dan kondisi kerja, serta
perlindungan terhadap diskriminasi di tempat kerja. Setiap jenis hukum bisnis
memiliki peran uniknya sendiri dalam memberikan kerangka kerja yang jelas
dan memastikan keberlangsungan bisnis serta perlindungan bagi pihak-pihak

yang terlibat.

G. Prinsip Hukum Bisnis

Prinsip-prinsip dalam Hukum Bisnis mencakup seperangkat aturan dan norma

yang menjadi dasar bagi peraturan hukum dalam dunia bisnis. Beberapa

p

1.

rinsip utama dalam Hukum Bisnis antara lain:

Prinsip Kepastian Hukum: Memastikan bahwa aturan hukum dalam bisnis
jelas, dapat dipahami, dan dapat diandalkan bagi semua pihak yang terlibat.
Ini menciptakan prediktabilitas dalam pengambilan keputusan bisnis.

. Prinsip Keadilan: Hukum Bisnis harus menciptakan lingkungan yang adil
bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi bisnis. Ini mencakup
perlakuan yang sama, hak yang setara, dan akses yang adil terhadap
sistem hukum.

Prinsip Keterbukaan (Transparansi): Pentingnya pengungkapan informasi
yang jelas dan tepat dalam transaksi bisnis dan operasi perusahaan. Ini
termasuk pengungkapan kepada pihak terkait, seperti pemegang saham,
konsumen, dan pihak berkepentingan lainnya.

. Prinsip Kepatuhan (Compliance): Mengikuti aturan hukum yang berlaku
dalam bisnis. Ini mencakup mematuhi standar peraturan, perpajakan,
lingkungan, dan kepatuhan terhadap regulasi yang relevan.

Prinsip Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan: Prinsip ini menekankan
bahwa perusahaan harus bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan.
Ini melibatkan sikap etis dan tanggung jawab terhadap dampak sosial dan
lingkungan dari aktivitas bisnis.

Prinsip Kebijakan Publik (Public Policy): Hukum Bisnis harus sejalan

dengan kepentingan publik dan mempertimbangkan dampaknya terhadap
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masyarakat luas. Hal ini termasuk dalam konteks regulasi perlindungan
konsumen, kesehatan masyarakat, dan keamanan.

7. Prinsip Konsistensi dan Keterpaduan: Pentingnya konsistensi dalam
penerapan hukum bisnis dan kesesuaian antara berbagai aspek hukum
yang terkait, agar tidak ada kontradiksi atau kebingungan dalam
pelaksanaan aturan hukum.

8. Prinsip Fleksibilitas: Meskipun kepastian hukum penting, hukum bisnis juga
harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan bisnis dan
teknologi yang cepat. Penerapan prinsip-prinsip ini membantu menciptakan
lingkungan bisnis yang sehat, adil, dan berkelanjutan. Prinsip-prinsip ini
memberikan arahan bagi pengembangan hukum bisnis untuk menanggapi

tantangan dan perkembangan dalam dunia bisnis.
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